PRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA.

3 ImPUTIiSAN PRESTIDEN REPUBLIK INDONESIA
‘ No. 159 TAHUN 1968.
TENTANG

“ PENEGASAN PENGERTIAN PEMBERIAN PEMBE - -
BASAN BEA MASUK ATAS IMPORT BARANG -
* BARANG ALAT ANGKATAN BERSENDJATA REPU-—
BLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka penertiban penerimaan: Keuangan Nagara
perlu mempertegas pengertian tentang pemberian. pembebasan
T . bea masuk atas import barang—barang alat A.B. R xI.

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945

2. Undang undang 7Tarip Indonesia Stbl.1873 No 35 sebagalmana .
Undang-undang sedjak pemgumuman jang terachir dalam - 3
Ind.S. 1924 No.487 telah dirubah dan dltamb h Stbl.

- 1949 No.383 dan L.N. 1952 No.4%4 j; ;

3. Peraturan Pemerintah No.2: tahun 1916 Stbld No
sebagaimana jang telah dirubah dan ditambah, ter 2hir
dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1952-

Menimbang

e

Mengingat

.o

MEMTUTUSIKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTAN
b PENEGASAN PENGERTIAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPORT BANRANG-BARANG ALAT ANGKAT
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA*

' ' : pasal 1.

Jang dimaksud dengan alat—alat A.\.R. .
bebaskan dari bea-masuk berdasarkan P ratura
Tahun 1952 jalah :

o, Sendgata dan alat-alat A B.R.I., m391u"an

: itu dan untuk mempergunakannJa atau memellhar nj
e dan perlengkapan Jang resmi untuk A B B xI.

pelaksanaan tugas A.B.R.I.,
(bukan instrument-welfare),conserven in blik (b
lama) dan tali Manila untuk kapal- kapal sekedar
suk sub c; «

luan olah- raga dan barang-barang - untuk kesedaaht‘”
(welfare goederen) ; :

~a s/d c sekedar dimasukkan untuk atau atas blaj
tahanan Keamanan.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

= 2 - -

>Pasa1 2.

Untuk pemberian pembebasan bea-masuk tersebut harus diserahkan
kepada Kantor Bea dan Tjukai dipelabuhan pemasukan surat kete-
rangan Jjang ditandatangani olelh pedjabat Jang ditundjuk oleh &
Menteri Pertahanan Keamanan, jang menjatakan bahwa barang-barang

itu chusus akan digunakan oleh dan didalam tugas A. B R.I.dan a-
kan tetap mendjadi milik A.B.R.I.

Pasal 3. i it
Pemasukan barang-barang alat A.B.R.I. jang bersangkutan dengan

>

pembebasan bea-masuk seperti jang diatur dalam Keputusan Presi-

den ini,hanja dapat dilakukan melalui Kantor Bea Tjukai. Tandjurl
Priok (DJakarta Raya),Surabaja,Belawan (Medan), Palembang,Pontig-
nak,Bandjarmasin dan Makassar- serta melalui pelabuhan—pelabuh :
udara dari kota-kota jang bersangkutan chusuana jang mempunjaif
Kantor Bea Tjukai. : e :

rPasal 4. : ,‘P,

Pembebasan bea-masuk hanja dibenarkan apabila telah ada pernjan
taan dengan Model "A" jang dibuat oleh Menteri Pertahanan Kea—f;
manan atau pedjabat jang dltundJuk olehnja. ‘,j

pasal 5. : o :

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden 1n1
diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6. : fre s
Keputusan Presiden ini mula; berlaku pada tanggal '

i

Dltetapkan dai p akarta o
pada tanggal, 3 April 1968.,

PRESIDEN REPU




